
 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR  13  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 

yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 

2018, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana draf huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018;   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 



- 3 -  

  

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 123); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 150); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

179); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
253); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 251); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
13); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah  

1.  Semula Rp. 1.887.374.030.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 99.219.060.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah   Rp.   1.986.593.090.000,00  

Perubahan  
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b. Belanja Daerah 

1. Semula                 Rp. 2.126.525.216.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 159.549.100.000,00  

Jumlah Belanja setelah   Rp. 2.286.074.316.000,00  

Perubahan 

 

Surplus/(Defisit) setelah       

Perubahan (Rp. 299.481.226.000,00) 
  

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan   
a)  Semula Rp. 270.551.186.000,00  
b)  Bertambah/(berkurang) Rp. 196.730.040.000,00 

Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan Rp. 467.281.226.000,00         
 

2. Pengeluaran   
a) Semula Rp. 31.400.000.000,00  

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 136.400.000.000,00          

Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan Rp. 167.800.000.000,00 

           
Jumlah Pembiayaan Netto 

setelah Perubahan Rp. 299.481.226.000,00 

 

Sisa lebih pembiayaan 

Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah  sejumlah 

1. Semula Rp. 300.348.518.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 48.040.165.000,00 

Jumlah pendapatan asli 

daerah setelah perubahan Rp. 348.388.683.000,00 

 

b. Dana Perimbangan sejumlah 
1. Semula Rp. 1.244.950.442.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.     21.519.000,00 

Jumlah dana perimbangan 

setelah perubahan Rp. 1.244.971.961.000,00  

 

 

 

 

 

( - ) 

( - ) 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah  
1. Semula Rp. 342.075.070.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang) Rp.   51.157.376.000,00  

Jumlah lain-lain pendapatan 

daerah yang sah setelah 

perubahan Rp. 393.232.446.000,00  

 

(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah  

1. Semula Rp. 132.150.000.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.   37.150.000.000,00 

Jumlah Pajak Daerah Setelah 

Perubahan Rp. 169.300.000.000,00  

 

b. Retribusi Daerah  
1. Semula Rp. 20.535.117.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang)  Rp.   (305.834.000,00) 

Jumlah Retribusi Daerah 

Setelah Perubahan Rp. 20.229.283.000,00  

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                  

1. Semula Rp. 19.606.058.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.    1.299.937.000,00  

Jumlah Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Setelah 

Perubahan  Rp. 20.905.995.000,00  

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                              

1. Semula Rp. 128.057.343.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang)   Rp.   9.896.062.000,00  

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah Setelah 

Perubahan Rp. 137.953.405.000,00  

 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Transfer Umum 
1. Semula Rp. 941.984.410.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.   21.519.000,00 

Jumlah Dana Transfer Umum 

Setelah Perubahan Rp. 942.005.929.000,00 
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b. Dana Transfer Khusus 
1. Semula Rp.      302.966.032.000,00 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Transfer 

Khusus Setelah Perubahan Rp. 302.966.032.000,00 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah  

1. Semula Rp. 72.163.200.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pendapatan Hibah 

Setelah Perubahan  Rp. 72.163.000.000,00  

b. Dana Darurat  

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Darurat  

Setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 
1. Semula Rp. 107.160.518.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 38.271.522.000,00  

Jumlah Dana Bagi hasil Pajak 

dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya Setelah 

Perubahan Rp. 145.432.040.000,00  

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
1. Semula Rp. 127.001.352.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (925.096.000,00) 

Jumlah Dana Penyesuaian 

dan Otonomi Khusus Setelah 

Perubahan Rp. 126.076.256.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah lainnya   
1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 13.810.950.000,00  

Jumlah Bantuan Keuangan 

dari Provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah lainnya 
Setelah Perubahan Rp. 13.810.950.000,00  
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f. Dana Insetif Daerah ( DID )  
1. Semula Rp. 35.750.000.000,00 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00  

Jumlah Dana Insentif Daerah   

( DID ) Setelah Perubahan Rp. 35.750.000.000,00  
 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 

a. Belanja Tidak Langsung  

1. Semula Rp. 1.243.668.428.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 29.679.716.000,00  

Jumlah Belanja Tidak 

Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.273.348.144.000,00 

b. Belanja Langsung  

1. Semula Rp. 882.856.788.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 129.869.384.000,00  

Jumlah Belanja Langsung 
Setelah Perubahan  Rp. 1.012.726.172.000,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai  
1. Semula Rp. 907.838.774.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (11.891.765.000,00) 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perubahan Rp. 895.947.009.000,00  

b. Belanja Bunga  

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bunga 
Setelah Perubahan Rp. 0,00      

c. Belanja Subsidi  
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Subsidi 
Setelah Perubahan Rp. 0,00 

d. Belanja Hibah  
1. Semula Rp. 30.505.667.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 5.145.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah Setelah 
Perubahan Rp. 35.650.667.000,00  
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e. Belanja Bantuan Sosial  
1. Semula Rp. 16.720.000.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.446.000.000,00  

Jumlah Belanja Bantuan 
Sosial Setelah Perubahan  Rp. 21.166.000.000,00  

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 
1. Semula Rp. 22.464.428.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 10.640.552.000,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil 

kepada Pemerintah Desa 
Setelah Perubahan Rp. 33.104.980.000,00  

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 
1. Semula Rp. 256.139.559.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang)       Rp. 21.339.929.000,00  

Jumlah Belanja Bantuan 

Keuangan kepada Pemerintah 
Desa Setelah Perubahan   Rp. 277.479.488.000,00 

h. Belanja Tidak Terduga  
1. Semula Rp. 10.000.000.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Tidak 

Terduga Setelah Perubahan  Rp. 10.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai  

1. Semula Rp. 42.239.007.000,00  

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.998.589.000,00 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perubahan Rp. 44.237.596.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  
1. Semula Rp. 464.815.020.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 34.074.730.000,00  

Jumlah Belanja Barang dan 

jasa Setelah Perubahan          Rp. 498.889.750.000,00  

c. Belanja Modal  

1. Semula Rp. 375.802.761.000,00  
2. Bertambah/ (berkurang)  Rp. 93.796.065.000,00  

Jumlah Belanja Modal Setelah 
Perubahan Rp. 469.598.826.000,00  
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Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari: 

a. Penerimaan  
1. Semula Rp. 270.551.186.000,00  

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 196.730.040.000,00  

Jumlah Penerimaan Setelah 
Perubahan Rp. 467.281.226.000,00  

b. Pengeluaran  

1. Semula Rp. 31.400.000.000,00  
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 136.400.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran Setelah 

Perubahan  Rp. 167.800.000.000,00  

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pembiayaan: 

a. SiLPA Tahun Anggaran  

1. Semula Rp. 270.551.186.000,00                 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 196.730.040.000,00  

Jumlah SiLPA Tahun 
Anggaran sebelumnya Setelah 

Perubahan Rp. 467.281.226.000,00  

b. Pencairan Dana Cadangan  

1. Semula Rp. 0,00  
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pencairan Dana 
Cadangan Setelah Perubahan  Rp. 0,00  

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah  
1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan pinjaman 

daerah Setelah Perubahan  Rp. 0,00 
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e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

f. Penerimaan Piutang daerah  
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  

Jumlah Penerimaan Piutang  
daerah Setelah Perubahan  Rp. 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan  

1. Semula Rp. 0,00  
2. Bertambah/(berkurang)  Rp. 125.000.000.000,00  

Jumlah Pembentukan dana 

cadangan Setelah Perubahan  Rp. 125.000.000.000,00  

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                           
1. Semula Rp. 31.400.000.000,00  

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.400.000.000,00  

Jumlah Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah Daerah 

Setelah Perubahan Rp. 42.800.000.000,00  

c. Pembayaran pokok utang  
1. Semula                            Rp. 0,00 

2. Bertambah/(berkurang)  Rp. 0,00 

Jumlah Pembayaran pokok 

utang Setelah Perubahan  Rp. 0,00 

d. Pemberian pinjaman daerah  

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pemberian pinjaman 
daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan  Organisasi SKPD; 
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3. Lampiran II a Ringkasan Perubahan APBD Menurut 
Organisasi dan Urusan Pemeerintah Daerah; 

4. Lampiran II b Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah dan Organisasi; 

5. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 
SKPD, Program dan Kegiatan; 

7. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

8. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

9. Lampiran VII  Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 
ini; 

10. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

 

Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
dan  

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 

 Ditetapkan di Sukoharjo 

 pada tanggal  21 September  2018 
                  
BUPATI SUKOHARJO, 

            
      ttd 

 
                            
WARDOYO WIJAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (13/2018) 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  26 September 2018 
 

       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                   ttd 
                    

          AGUS SANTOSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 13 

 
 
 


